
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
INSPEKTORAT I

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADAM P.W.A WIBOWO

Jabatan : Inspektur I Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : YAN SETIADI

Jabatan : Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 07 August 2026

Pihak Pertama
Inspektur I Badan Pengawas Obat

dan Makanan

${ttd_pengirim1}

ADAM P.W.A WIBOWO

Pihak Kedua
Inspektur Utama Badan Pengawas Obat

dan Makanan

${ttd_pengirim2}

YAN SETIADI

${ttd1} ${ttd2}

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
INSPEKTORAT I

NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET

1. 01 - Terwujudnya Tata Kelola
Pemerintahan yang Optimal
dalam Koordinasi Inspektorat I

01 - Persentase Keberhasilan Tingkat
Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja
BPOM

33.33
Persen

02 - Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah BPOM

4.14 Nilai

03 - Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas
Kinerja BPOM

20.76
Nilai

04 - Nilai Survei Penilaian Integritas
BPOM

80.03
Nilai

05 - Persentase Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti
BPOM

94.74
Persen

06 - Nilai Pembangunan ZI Inspektorat I 86.89
Nilai

07 - Persentase pemenuhan dokumen
SAKIP Inspektorat I sesuai standar

100
Persen

08 - Tingkat Efisiensi Penggunaan
Anggaran Inspektorat I

100
Persen

09 - Indeks Manajemen Risiko
Inspektorat I

3.69 Nilai

2. 02 - Meningkatnya kualitas
layanan pengawasan intern yang
efektif dan efisien

01 - Indeks kepuasan mitra pengawasan
intern Inspektorat I

88.52
Indeks

02 - Persentase rekomendasi
pengawasan assurance pada mitra kerja
Inspektorat I yang ditindaklanjuti

98.66
Persen

03 - Persentase layanan jasa konsultansi
pada mitra kerja Inspektorat I yang
ditindaklanjuti tepat waktu

100
Persen

04 - Persentase pengaduan wilayah
pengawasan Inspektorat I yang
ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat
waktu

100
Persen

3. 03 - Terwujudnya Inspektorat I
yang profesional

01 - Persentase pemenuhan dokumen
Kapabilitas APIP pada wilayah
pengawasan Inspektorat I yang sesuai
standar

100
Persen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET

02 - Nilai telaah sejawat intern
Inspektorat I

86.36
Nilai

Alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 12,031,496,000 (Dua Belas Miliar Tiga Puluh Satu Juta
Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

NO. KEGIATAN ANGGARAN

1. WA.4115 - Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I 12,031,496,000

Jakarta, 07 August 2026

Pihak Pertama
Inspektur I Badan Pengawas Obat

dan Makanan

${ttd_pengirim1}

ADAM P.W.A WIBOWO

Pihak Kedua
Inspektur Utama Badan Pengawas Obat

dan Makanan

${ttd_pengirim2}

YAN SETIADI

${ttd1} ${ttd2}

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
INSPEKTORAT I

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.
SASARAN
KEGIATAN

INDIKATOR
KINERJA

KEGIATAN

TARGET

ANGGARANB01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12

1. 01 -
Terwujudnya
Tata Kelola
Pemerintahan
yang Optimal
dalam
Koordinasi
Inspektorat I

01 -
Persentase
Keberhasilan
Tingkat
Pembangunan
Zona
Integritas Unit
Kerja BPOM

33.33 50,000,000

NO RO KOMPONEN SUB KOMPONEN ANGGARAN KONTRIBUSI

2. WA.4115.EBA.960 -
Layanan Organisasi dan
Tata Kelola Internal.

005 - Dukungan
Penyelenggaraan
Tugas dan Fungsi Unit

C - Evaluasi Lapangan Dalam Rangka
Penilaian Pembangunan Zona Integritas
Menuju WBK Secara Mandiri dan
Pendampingan Evaluasi Pembangunan
Zona Integritas Menuju WBBM

50,000,000 50,000,000

02 - Nilai
Evaluasi
Sistem
Pengendalian

4.14 29,176,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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NO.
SASARAN
KEGIATAN

INDIKATOR
KINERJA

KEGIATAN

TARGET

ANGGARANB01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12

Intern
Pemerintah
BPOM

NO RO KOMPONEN SUB KOMPONEN ANGGARAN KONTRIBUSI

1. WA.4115.EBA.960 - Layanan
Organisasi dan Tata Kelola
Internal.

005 - Dukungan
Penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi Unit

B - Penilaian Risiko, Pemantauan
SPIP dan Pelaksanaan Fungsi
Koordinator Auditor Internal

29,176,000 29,176,000

03 - Nilai
Evaluasi
Internal
Akuntabilitas
Kinerja BPOM

20.76 34,924,500

NO RO KOMPONEN SUB KOMPONEN ANGGARAN KONTRIBUSI

1. WA.4115.EBA.960 - Layanan
Organisasi dan Tata Kelola
Internal.

005 - Dukungan
Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi Unit

I - Evaluasi dan
Koordinasi Pelaksanaan
Kegiatan

69,849,000 34,924,500

04 - Nilai
Survei
Penilaian
Integritas
BPOM

80.03 47,408,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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NO.
SASARAN
KEGIATAN

INDIKATOR
KINERJA

KEGIATAN

TARGET

ANGGARANB01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12

NO RO KOMPONEN SUB KOMPONEN ANGGARAN KONTRIBUSI

1. WA.4115.EBA.960 - Layanan
Organisasi dan Tata Kelola
Internal.

005 - Dukungan
Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi Unit

A - Sosialisasi Program
Anti Korupsi BPOM

47,408,000 47,408,000

05 -
Persentase
Rekomendasi
Hasil
Pemeriksaan
BPK yang
ditindaklanjuti
BPOM

94.74 184,253,000

NO RO KOMPONEN SUB KOMPONEN ANGGARAN KONTRIBUSI

1. WA.4115.EBA.960 - Layanan
Organisasi dan Tata Kelola
Internal.

005 - Dukungan
Penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi Unit

F - Pertemuan Pemantauan
Progres Penyelesaian TL
temuan BPK

42,228,000 42,228,000

2. WA.4115.EBA.960 - Layanan
Organisasi dan Tata Kelola
Internal.

005 - Dukungan
Penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi Unit

E - Pendampingan
Pemeriksaan BPK

110,673,000 110,673,000

3. WA.4115.EBA.960 - Layanan
Organisasi dan Tata Kelola
Internal.

005 - Dukungan
Penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi Unit

G - Asistensi Dalam Rangka
Persiapan Pemeriksaan
Laporan Keuangan

31,352,000 31,352,000

06 - Nilai
Pembangunan

86.89 7,119,000
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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NO.
SASARAN
KEGIATAN

INDIKATOR
KINERJA

KEGIATAN

TARGET

ANGGARANB01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12

ZI Inspektorat
I

NO RO KOMPONEN SUB KOMPONEN ANGGARAN KONTRIBUSI

1. WA.4115.EBA.960 - Layanan
Organisasi dan Tata Kelola
Internal.

005 - Dukungan
Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi Unit

D - Pembangunan Zona
Integritas Inspektorat I

7,119,000 7,119,000

07 -
Persentase
pemenuhan
dokumen
SAKIP
Inspektorat I
sesuai
standar

18 36 36 55 55 55 73 73 82 100 100 100 3,823,000

NO RO KOMPONEN SUB KOMPONEN ANGGARAN KONTRIBUSI

1. WA.4115.EBA.960 -
Layanan Organisasi dan
Tata Kelola Internal.

005 - Dukungan
Penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi Unit

H - Penyusunan Laporan
Akuntabilitas, Laporan Tahunan,
Laporan Pengawasan, dan Laporan
Lainnya (Inspektorat I)

3,823,000 3,823,000

08 - Tingkat
Efisiensi
Penggunaan
Anggaran
Inspektorat I

88 88 90 90 92 92 95 95 95 100 100 100 10,768,258,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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NO.
SASARAN
KEGIATAN

INDIKATOR
KINERJA

KEGIATAN

TARGET

ANGGARANB01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12

NO RO KOMPONEN SUB KOMPONEN ANGGARAN KONTRIBUSI

1. WA.4115.EBA.956 -
Layanan BMN

054 - Penatausahaan,
Monitoring, dan Penyusunan
Laporan BMN

A - Penatausahaan Barang
Millik Negara Inspektorat
Utama

8,885,000 8,885,000

2. WA.4115.EBA.994 -
Layanan Perkantoran

002 - Operasional dan
Pemeliharaan Kantor

B - Administrasi Kegiatan 793,009,000 793,009,000

3. WA.4115.EBA.994 -
Layanan Perkantoran

002 - Operasional dan
Pemeliharaan Kantor

A - Penyelenggaraan
Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran

1,151,764,000 1,151,764,000

4. WA.4115.EBA.994 -
Layanan Perkantoran

001 - Gaji dan Tunjangan A - Pembayaran Gaji dan
Tunjangan

8,814,600,000 8,814,600,000

09 - Indeks
Manajemen
Risiko
Inspektorat I

3.69 34,924,500

NO RO KOMPONEN SUB KOMPONEN ANGGARAN KONTRIBUSI

1. WA.4115.EBA.960 - Layanan
Organisasi dan Tata Kelola
Internal.

005 - Dukungan
Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi Unit

I - Evaluasi dan
Koordinasi Pelaksanaan
Kegiatan

69,849,000 34,924,500

2. 02 -
Meningkatnya
kualitas
layanan

01 - Indeks
kepuasan
mitra
pengawasan

88.52 234,746,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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NO.
SASARAN
KEGIATAN

INDIKATOR
KINERJA

KEGIATAN

TARGET

ANGGARANB01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12

pengawasan
intern yang
efektif dan
efisien

intern
Inspektorat I

NO RO KOMPONEN SUB KOMPONEN ANGGARAN KONTRIBUSI

1. WA.4115.EBD.965 -
Layanan Audit Internal

052 - Pelaksanaan pengawasan
intern pada mitra Inspektorat I

B - Bimbingan Teknis dan
Perjalanan Dinas Pimpinan
Inspektorat I

62,746,000 62,746,000

2. WA.4115.EBD.965 -
Layanan Audit Internal

051 - Pengawalan transparansi
dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan BPOM

A - Reviu (LK, BMN, dan
PIPK)

22,000,000 22,000,000

3. WA.4115.EBD.965 -
Layanan Audit Internal

052 - Pelaksanaan pengawasan
intern pada mitra Inspektorat I

D - Bimbingan Teknis
Manajemen Pengawasan
Intern (Bag TU)

19,761,000 19,761,000

4. WA.4115.EBD.965 -
Layanan Audit Internal

052 - Pelaksanaan pengawasan
intern pada mitra Inspektorat I

C - Bag TU - Bimbingan
Teknis Pimpinan Inspektur
Utama

130,239,000 130,239,000

02 -
Persentase
rekomendasi
pengawasan
assurance
pada mitra
kerja
Inspektorat I
yang
ditindaklanjuti

98 98.06 98.12 98.18 98.24 98.3 98.36 98.42 98.48 98.54 98.6 98.66 251,661,500

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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NO.
SASARAN
KEGIATAN

INDIKATOR
KINERJA

KEGIATAN

TARGET

ANGGARANB01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12

NO RO KOMPONEN SUB KOMPONEN ANGGARAN KONTRIBUSI

1. WA.4115.EBD.965
- Layanan Audit
Internal

052 -
Pelaksanaan
pengawasan
intern pada mitra
Inspektorat I

A - Audit
Kinerja/Operasional/Reviu/Pemantauan/Evaluasi
atas Program/Kegiatan Pengawasan Obat dan
Makanan

246,538,000 246,538,000

2. WA.4115.EBD.965
- Layanan Audit
Internal

053 -
Pemantauan
tindak lanjut
pengawasan
intern dan
pengaduan
lingkup
Inspektorat I

A - Pemantauan dan Evaluasi TL Hasil Pengawasan 10,247,000 5,123,500

03 -
Persentase
layanan jasa
konsultansi
pada mitra
kerja
Inspektorat I
yang
ditindaklanjuti
tepat waktu

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 5,123,500

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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NO.
SASARAN
KEGIATAN

INDIKATOR
KINERJA

KEGIATAN

TARGET

ANGGARANB01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12

NO RO KOMPONEN SUB KOMPONEN ANGGARAN KONTRIBUSI

1. WA.4115.EBD.965 -
Layanan Audit Internal

053 - Pemantauan tindak lanjut
pengawasan intern dan pengaduan
lingkup Inspektorat I

A - Pemantauan dan
Evaluasi TL Hasil
Pengawasan

10,247,000 5,123,500

04 -
Persentase
pengaduan
wilayah
pengawasan
Inspektorat I
yang
ditindaklanjuti
sesuai kriteria
dan tepat
waktu

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 33,000,000

NO RO KOMPONEN SUB KOMPONEN ANGGARAN KONTRIBUSI

1. WA.4115.EBD.965 -
Layanan Audit Internal

053 - Pemantauan tindak lanjut
pengawasan intern dan pengaduan lingkup
Inspektorat I

B - Audit Tujuan
Tertentu

33,000,000 33,000,000

3. 03 -
Terwujudnya
Inspektorat I
yang
profesional

01 -
Persentase
pemenuhan
dokumen
Kapabilitas
APIP pada
wilayah

100 333,325,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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NO.
SASARAN
KEGIATAN

INDIKATOR
KINERJA

KEGIATAN

TARGET

ANGGARANB01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12

pengawasan
Inspektorat I
yang sesuai
standar

NO RO KOMPONEN SUB KOMPONEN ANGGARAN KONTRIBUSI

1. - - B - Koordinasi Peningkatan
Indeks Profesionalitas ASN
Inspektorat

0 0

2. WA.4115.EBD.961 -
Layanan Reformasi
Kinerja

051 - Perencanaan, Koordinasi,
Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Pengawasan Intern

B - Koordinasi Peningkatan
Indeks Profesionalitas ASN
Inspektorat I

24,609,000 24,609,000

3. WA.4115.EBD.961 -
Layanan Reformasi
Kinerja

051 - Perencanaan, Koordinasi,
Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Pengawasan Intern

C - Pengelolaan Jabatan
Fungsional dan
Pengembangan Kompetensi

308,716,000 308,716,000

02 - Nilai
telaah
sejawat intern
Inspektorat I

86.36 13,754,000

NO RO KOMPONEN SUB KOMPONEN ANGGARAN KONTRIBUSI

2. WA.4115.EBD.961 -
Layanan Reformasi
Kinerja

051 - Perencanaan, Koordinasi,
Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Pengawasan Intern

A - Kerjasama Lintas Program
dan Lintas Sektor Bidang
Pengawasan dan Antar K/L

13,754,000 13,754,000

3. - - A - Kerjasama Lintas Program
dan Lintas Sektor Bidang

0 0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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NO.
SASARAN
KEGIATAN

INDIKATOR
KINERJA

KEGIATAN

TARGET

ANGGARANB01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12

NO RO KOMPONEN SUB KOMPONEN ANGGARAN KONTRIBUSI

Pengawasan dan Antar K/L

Total 12,031,496,000

Jakarta, 07 August 2026

Inspektur I Badan Pengawas Obat dan Makanan

${ttd_pengirim1}

ADAM P.W.A WIBOWO

${ttd1}

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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A.​ MATRIKS REVIU SASARAN/INDIKATOR/TARGET INDIKATOR 

A.1 MATRIKS REVIU SASARAN/INDIKATOR INSPEKTORAT I 

 

Semula Menjadi Justifikasi 

ID Sasaran Kegiatan ID Indikator Kinerja ID Sasaran Kegiatan ID Indikator Kinerja 

SP 1 Terwujudnya Tata 

Kelola Pemerintahan 

yang Optimal dalam 

Koordinasi 

Inspektorat I 

1.1 Persentase 

keberhasilan 

tingkat 

pembangunan Zona 

Integritas Unit 

Kerja BPOM 

SP 1 Terwujudnya Tata 

Kelola Pemerintahan 

yang Optimal dalam 

Koordinasi 

Inspektorat I 

1.1 Persentase 

keberhasilan tingkat 

pembangunan Zona 

Integritas Unit Kerja 

BPOM 

Tetap 

1.2 Nilai Evaluasi 

Sistem 

Pengendalian Intern 

Pemerintah BPOM 

1.2 Nilai Evaluasi 

Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah 

BPOM 

Tetap 

1.3 Nilai Evaluasi 

Internal 

Akuntabilitas 

Kinerja BPOM 

1.3 Nilai Evaluasi 

Internal 

Akuntabilitas 

Kinerja BPOM 

Tetap 

1.4 Nilai Survei 

Penilaian Integritas 

BPOM 

1.4 Nilai Survei 

Penilaian Integritas 

BPOM 

1.​ Nomenklatur Tetap sesuai 

Rencana Strategis 

2.​ Adanya penyesuaian Target 

dikarenakan penilaian SPI 

tidak dilaksanakan pada 

tahun 2026 berdasar  surat 

dari KPK no 

B/2698/LIT.01/10-15/05/20

26 hal Penetapan Hasil 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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Semula Menjadi Justifikasi 

ID Sasaran Kegiatan ID Indikator Kinerja ID Sasaran Kegiatan ID Indikator Kinerja 

Survei Penilaian Integritas 

(SPI) 2025 dan Pelaksanaan 

Tindak Lanjut SPI 2025 pada 

2026. 

1.5 Persentase 

Rekomendasi Hasil 

Pemeriksaan BPK 

yang ditindaklanjuti 

BPOM 

1.5 Persentase 

Rekomendasi Hasil 

Pemeriksaan BPK 

yang ditindaklanjuti 

BPOM 

1.​ Nomenklatur Tetap sesuai 

Rencana Strategis 

2.​ Adanya Penyesuaian Manual 

IKU pada bagian Sumber 

Data 

1.6 Nilai Pembangunan 

ZI Inspektorat I 

1.6 Nilai Pembangunan 

ZI Inspektorat I 

Tetap 

1.7 Persentase 

pemenuhan 

dokumen SAKIP 

Inspektorat I sesuai 

standar 

1.7 Persentase 

pemenuhan 

dokumen SAKIP 

Inspektorat I sesuai 

standar 

Tetap 

1.8 Tingkat Efisiensi 

Penggunaan 

Anggaran 

Inspektorat I 

1.8 Tingkat Efisiensi 

Penggunaan 

Anggaran 

Inspektorat I 

Tetap 

1.9 Indeks Manajemen 

Risiko Inspektorat I 

1.9 Indeks Manajemen 

Risiko Inspektorat I 

Tetap 

SP2 Meningkatnya 

Kualitas layanan 

pengawasan intern 

2.1 Indeks kepuasan 

mitra pengawasan 

intern Inspektorat I 

SP2 Meningkatnya 

Kualitas layanan 

pengawasan intern 

2.1 Indeks kepuasan 

mitra pengawasan 

intern Inspektorat I 

Tetap 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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Semula Menjadi Justifikasi 

ID Sasaran Kegiatan ID Indikator Kinerja ID Sasaran Kegiatan ID Indikator Kinerja 

yang efektif dan 

efisien 

yang efektif dan 

efisien 

2.2 Persentase 

rekomendasi 

pengawasan 

assurance pada 

mitra kerja 

Inspektorat I yang 

ditindaklanjuti 

2.2 Persentase 

rekomendasi 

pengawasan 

assurance pada 

mitra kerja 

Inspektorat I yang 

ditindaklanjuti 

Tetap 

2.3 Persentase layanan 

jasa konsultansi 

pada mitra kerja 

inspektorat I yang 

ditindaklanjuti 

tepat waktu 

2.3 Persentase layanan 

jasa konsultansi 

pada mitra kerja 

inspektorat I yang 

ditindaklanjuti tepat 

waktu 

Tetap 

2.4 Persentase 

pengaduan wilayah 

pengawasan 

Inspektorat I yang 

ditindaklanjuti 

sesuai kriteria dan 

tepat waktu 

2.4 Persentase 

pengaduan wilayah 

pengawasan 

Inspektorat I yang 

ditindaklanjuti 

sesuai kriteria dan 

tepat waktu 

Tetap 

SP3 Terwujudnya 

Inspektorat I yang 

profesional 

3.1 Persentase 

pemenuhan 

dokumen 

kapabilitas APIP 

pada wilayah 

pengawasan 

SP3 Terwujudnya 

Inspektorat I yang 

profesional 

3.1 Persentase 

pemenuhan 

dokumen 

kapabilitas APIP 

pada wilayah 

pengawasan 

Tetap 
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Semula Menjadi Justifikasi 

ID Sasaran Kegiatan ID Indikator Kinerja ID Sasaran Kegiatan ID Indikator Kinerja 

Inspektorat I yang 

sesuai standar 

Inspektorat I yang 

sesuai standar 

3.2 Nilai telaah sejawat 

intern Inspektorat I 

3.2 Nilai telaah sejawat 

intern Inspektorat I 

Tetap 

 

 

 

Perubahan Manual IKU “Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM” 

 

Keterangan Semula Menjadi Justifikasi 

Sasaran 

Kegiatan 

Terwujudnya Tata Kelola 

Pemerintahan yang Optimal 

dalam Koordinasi Inspektorat I 

Terwujudnya Tata Kelola 

Pemerintahan yang Optimal 

dalam Koordinasi Inspektorat I 

Tetap 

Indikator 

Kinerja 

Persentase Rekomendasi Hasil 

Pemeriksaan BPK yang 

ditindaklanjuti BPOM 

Persentase Rekomendasi Hasil 

Pemeriksaan BPK yang 

ditindaklanjuti BPOM 

Tetap 

Definisi 

Operasional 

Pemenuhan terhadap 

rekomendasi sebagai tindak 

lanjut hasil pemeriksaan BPK RI 

pada entitas, merupakan 

amanat Peraturan Badan 

Pemeriksa Keuangan Nomor 2 

Tahun 2017 tentang 

Pemantauan Pelaksanaan 

Tindak Lanjut Rekomendasi 

Hasil Pemeriksaan Badan 

Pemenuhan terhadap 

rekomendasi sebagai tindak 

lanjut hasil pemeriksaan BPK RI 

pada entitas, merupakan 

amanat Peraturan Badan 

Pemeriksa Keuangan Nomor 2 

Tahun 2017 tentang 

Pemantauan Pelaksanaan 

Tindak Lanjut Rekomendasi 

Hasil Pemeriksaan Badan 

Tetap 
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Pemeriksa Keuangan. 

Rekomendasi didefinisikan 

sebagai saran dari pemeriksa 

berdasarkan hasil 

pemeriksaannya yang ditujukan 

kepada orang dan/atau Badan 

yang berwenang untuk 

melakukan tindakan dan/atau 

perbaikan, sedang Pemantauan 

Tindak Lanjut atas Rekomendasi 

Hasil Pemeriksaan adalah 

rangkaian kegiatan yang 

dilaksanakan secara sistematis 

oleh BPK untuk menilai 

pelaksanaan tindak lanjut yang 

dilakukan oleh Pejabat. Tindak 

lanjut disampaikan kepada BPK, 

paling lambat 60 (enam puluh) 

hari setelah LHP diterima, yang 

dapat berupa pelaksanaan 

seluruh atau Sebagian dari 

rekomendasi. Pemenuhan 

rekomendasi dinyatakan 

tercapai apabila hasil 

Pemantauan Tindak Lanjut 

(PTL) telah memperoleh 

penetapan status secara formal 

melalui Laporan Hasil 

Pemantauan BPK dan/atau 

Sistem Informasi Pemantauan 

Tindak Lanjut (SiPTL). 

Pemeriksa Keuangan. 

Rekomendasi didefinisikan 

sebagai saran dari pemeriksa 

berdasarkan hasil 

pemeriksaannya yang ditujukan 

kepada orang dan/atau Badan 

yang berwenang untuk 

melakukan tindakan dan/atau 

perbaikan, sedang Pemantauan 

Tindak Lanjut atas Rekomendasi 

Hasil Pemeriksaan adalah 

rangkaian kegiatan yang 

dilaksanakan secara sistematis 

oleh BPK untuk menilai 

pelaksanaan tindak lanjut yang 

dilakukan oleh Pejabat. Tindak 

lanjut disampaikan kepada BPK, 

paling lambat 60 (enam puluh) 

hari setelah LHP diterima, yang 

dapat berupa pelaksanaan 

seluruh atau Sebagian dari 

rekomendasi. Pemenuhan 

rekomendasi dinyatakan 

tercapai apabila hasil 

Pemantauan Tindak Lanjut (PTL) 

telah memperoleh penetapan 

status secara formal melalui 

Laporan Hasil Pemantauan BPK 

dan/atau Sistem Informasi 

Pemantauan Tindak Lanjut 

(SiPTL). 

Cara 

Perhitungan 

Data 

Jumlah rekomendasi yang 

ditindaklanjuti secara 

tuntas/total jumlah 

Jumlah rekomendasi yang 

ditindaklanjuti secara 

tuntas/total jumlah 

Tetap 
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rekomendasi 

Tuntas: Status 1 dan Status 4 

Hasil penelaahan 

diklasifikasikan dalam 4 (empat) 

status, yaitu: 

1.​ Tindak lanjut telah sesuai 

dengan rekomendasi; 

2.​ Tindak lanjut belum 

sesuai dengan 

rekomendasi; 

3.​ Rekomendasi belum 

ditindaklanjuti; dan 

4.​ Rekomendasi tidak dapat 

ditindaklanjuti 

rekomendasi 

Tuntas: Status 1 dan Status 4 

Hasil penelaahan 

diklasifikasikan dalam 4 (empat) 

status, yaitu: 

1.​ Tindak lanjut telah sesuai 

dengan rekomendasi; 

2.​ Tindak lanjut belum 

sesuai dengan 

rekomendasi; 

3.​ Rekomendasi belum 

ditindaklanjuti; dan 

4.​ Rekomendasi tidak dapat 

ditindaklanjuti 

Sumber 

Data 

Laporan Tindak Lanjut 

Rekomendasi pemeriksaan BPK 

pada Semester I Tahun Berjalan 

Laporan/Risalah Tindak Lanjut 

Rekomendasi Pemeriksaan 

BPK pada Tahun Berjalan 

Penyesuaian sumber data 

laporan agar dapat menghitung 

realisasi dengan data terkini 
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A.2. MATRIKS REVIU TARGET INDIKATOR INSPEKTORAT I 

 

ID Indikator Kinerja 
Realisasi 

Tahun 2025 

Target RKT 

2026 

Target PK 

2026 

Target  

revisi PK 

2026 

Justifikasi 

1.1 Persentase 

keberhasilan tingkat 

pembangunan Zona 

Integritas Unit Kerja 

BPOM 

33.33% 65.71% 33.33% 33.33% Tetap 

1.2 Nilai Evaluasi Sistem 

Pengendalian Intern 

Pemerintah BPOM 

4.16 4.25 4.14 4.14 Tetap 

1.3 Nilai Evaluasi 

Internal 

Akuntabilitas Kinerja 

BPOM 

20,73 20.81 20,76 20,76 Tetap 

1.4 Nilai Survei Penilaian 

Integritas BPOM 

80,03 84.98 80,53 80,03 1.​ Penyesuaian Target dikarenakan penilaian SPI tidak 

dilaksanakan pada tahun 2026 berdasar  surat dari 

KPK no B/2698/LIT.01/10-15/05/2026 hal 

Penetapan Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 

2025 dan Pelaksanaan Tindak Lanjut SPI 2025 

pada 2026. 

2.​ Penyesuaian target sesuai rekomendasi dari Roren 

menggunakan realisasi pada tahun 2025 

3.​ Penilaian SPI dilaksanakan 2 tahun sekali sebagai 

berikut :  
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ID Indikator Kinerja 
Realisasi 

Tahun 2025 

Target RKT 

2026 

Target PK 

2026 

Target  

revisi PK 

2026 

Justifikasi 

​  

1.5 Persentase 

Rekomendasi Hasil 

Pemeriksaan BPK 

yang ditindaklanjuti 

BPOM 

97.77% 96.22% 96.97% 94.74% 1.​ Adanya perluasan ruang lingkup pelaksanaan 

Pemeriksaan BPK RI khususnya pada pemeriksaan 

kinerja BPK dan Peningkatan jumlah rekomendasi 

BPK pada tahun 2020-2025: 

a.​ Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas 

Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan 

Olahan TA 2025 (Deputi I, II, III, IV, 

Kesektamaan, Pusdatin) sejumlah 50 

rekomendasi dan LK TA 2025 sejumlah 28 

rekomendasi. 

b.​ Pemeriksaan Kinerja atas Pengawasan Obat 

Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 

Tahun 2023 sampai dengan Semester I 2024 

(Deputi II, Kesektamaan, Pusdatin) sejumlah 23 

rekomendasi danLK  2024 sejumlah 16 

rekomendasi. 

c.​  Pemeriksaan Kinerja Atas Upaya Pemerintah 

Dalam Percepatan Penurunan Penurunan 

Prevalensi Stunting pada Badan Pengawas Obat 

dan Makanan Tahun 2022 dan Semester I 2023 

(Deputi  III, Kesektamaan, Pusdatin) sejumlah 

16  rekomendasi dan LK TA 2023 sejumlah 49 

rekomendasi. 
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ID Indikator Kinerja 
Realisasi 

Tahun 2025 

Target RKT 

2026 

Target PK 

2026 

Target  

revisi PK 

2026 

Justifikasi 

d.​ Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pelayanan 

Perizinan, Pengujian Obat  dan Makanan, serta 

Pengawasan Obat pada Badan Pengawas Obat 

dan Makanan dan Instansi Terkait Lainnya 

(Direktorat Registrasi Deputi I, II, III)  sejumlah 

44 rekomendasi dan LK TA  2022 sejumlah 30 

rekomendasi. 

e.​ LHP Kinerja atas Dukungan  Pelaksanaan 

Vaksinasi COVID-19  Tahun 2021 sejumlah 14 

rekomendasi  dan LK TA 2021 (Deputi  I) 

sejumlah 57 rekomendasi. 

f.​ Pemeriksaan  atas Penanganan Pandemi 

COVID-19 Bidang  Kesehatan TA 2020 pada 

BPOM (Deputi I) sejumlah 13 rekomendasi dan 

LK TA 2020 sejumlah 45 rekomendasi. 

 

2.​ Penyesuaian dilakukan karena pada tahun  2026, 

terdapat pemeriksaan audit kinerja  yang 

menghasilkan rekomendasi dengan  tindak lanjut 

yang lebih lama karena output  penyelesaian 

rekomendasi berupa  perubahan kebijakan 

dokumen Peraturan  BPOM/Keputusan Kepala 

Badan. Selain  itu,  terdapat rekomendasi atas 

Pemeriksaan LK  2025 dengan timeline penyelesaian 

sesuai POA lebih dari tahun 2026. 

3.​  Prediksi  hasil perhitungan persentase  tindak 

lanjut berdasarkan Hasil Pemantauan Tindak 
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ID Indikator Kinerja 
Realisasi 

Tahun 2025 

Target RKT 

2026 

Target PK 

2026 

Target  

revisi PK 

2026 

Justifikasi 

Lanjut Hasil Pemeriksaan per Semester I Tahun 

2026 menyisakan 8,60%  (80 dari 930 rekomendasi) 

masih berstatus BSS yang disebabkan antara lain: 

a.​ Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi perlu 

berkoordinasi dengan instansi atau K/L lainnya, 

seperti integrasi aplikasi pelayanan publik. 

b.​ Penyelesaian pengembalian dari pihak 

ketiga/penyedia. 

4.​ Perlu  dipahami  bersama bahwa persentase  tindak 

lanjut rekomendasi BPK dihitung secara akumulatif, 

dimana akan selalu ada penambahan rekomendasi 

di  tiap  tahunnya. Pada Semester II masih akan 

bertambah rekomendasi hasil Pemeriksaan   LK TA 

2025 dan Pemeriksaan Kepatuhan  tahun 2026.  

5.​ Penyesuaian target menggunakan rata-rata realisasi 

kinerja selama 6 tahun terakhir 2020-2025 

(Rata-rata 6 tahun terakhir sebesar 94.74%) bukan 

hanya melihat realisasi di tahun 2025. 

6.​ Tingkat kendali IKU rendah karena penyelesaian 

tindak lanjut dilakukan dari  mitra pengawasan, 

sedangkan Inspektorat Utama memiliki peran untuk 

mendorong penyelesaian rekomendasi. 

1.6 Nilai Pembangunan 

ZI Inspektorat I 

90,59 89,26 86,89 86,89 Tetap 

1.7 Persentase 

pemenuhan 

90.91% 100% 100% 100% Tetap 
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ID Indikator Kinerja 
Realisasi 

Tahun 2025 

Target RKT 

2026 

Target PK 

2026 

Target  

revisi PK 

2026 

Justifikasi 

dokumen SAKIP 

Inspektorat I sesuai 

standar 

1.8 Tingkat Efisiensi 

Penggunaan 

Anggaran 

Inspektorat I 

100% 100% 100% 100% Tetap 

1.9 Indeks Manajemen 

Risiko Inspektorat I 
3,69 3,69 3,69 3,69 Tetap 

2.1 Indeks kepuasan 

mitra pengawasan 

intern Inspektorat I  

84.49 88.52 88.52 88.52 Tetap 

2.2 Persentase 

rekomendasi 

pengawasan 

assurance pada 

mitra kerja 

Inspektorat I yang 

ditindaklanjuti 

98.66% 92.25% 98.66% 98.66% Tetap 

2.3 Persentase layanan 

jasa konsultansi 

pada mitra kerja 

inspektorat I yang 

ditindaklanjuti tepat 

waktu 

100% 100% 100% 100% Tetap 
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ID Indikator Kinerja 
Realisasi 

Tahun 2025 

Target RKT 

2026 

Target PK 

2026 

Target  

revisi PK 

2026 

Justifikasi 

2.4 Persentase 

pengaduan wilayah 

pengawasan 

Inspektorat I yang 

ditindaklanjuti 

sesuai kriteria dan 

tepat waktu 

100% 100% 100% 100% Tetap 

3.1 Persentase 

pemenuhan 

dokumen kapabilitas 

APIP pada wilayah 

pengawasan 

Inspektorat I yang 

sesuai standar 

** 100% 100% 100% Tetap 

3.2 Nilai telaah sejawat 

intern Inspektorat I 

86.36 82.90 86.36 86.36 Tetap 
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B. KERTAS KERJA INDIKATOR 

 

1.​ Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM 

a.​ Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM memiliki target pada Rencana Strategis Inspektorat Utama 

Tahun 2025-2029, Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dan Rencana Kinerja Tahun 2026 sebagai berikut: 

IKU Target Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 

2025-2029 

Target PK 

2025 

Target RKT 

2026 

2025 2026 2027 2028 2029 

Nilai Survei 

Penilaian 

Integritas 

BPOM 

84,48  84,98  85,48  85,98  86,48 84,48  84,98  

●​ Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan 

kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan instansi. Hasil pemetaan dapat dijadikan 

dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi melalui rencana 

aksi sesuai karakteristik masing-masing instansi serta berdasarkan hasil pemetaan empiris. SPI 

hadir untuk memotret integritas sebuah lembaga pemerintah melalui tiga sumber yakni pegawai 

di lembaga tersebut (internal), publik yang pernah berhubungan atau mengakses layanan 

lembaga (eksternal), dan dari kalangan ahli (eksper). Semakin Rendah nilai SPI, menunjukkan 

semakin tinggi risiko korupsi pada K/L/PD tersebut. Adapun penilaian SPI meliputi 

transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas,pengelolaan pengadaan barang dan jasa 

(PBJ),pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), trading in influence(intervensi eksternal untuk 

pemberian izin/rekomendasi teknis),pengelolaan anggaran, dan sosialisasi antikorupsi. 
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●​ Dalam penentuan target, Inspektorat I telah mempertimbangkan realisasi kinerja dari tahun 

2021-2024. Dalam realisasi ini terdapat GAP terendah sebesar 0,50. Sehingga target di 

tahun 2025 merupakan realisasi kinerja tahun 2024 ditambah dengan GAP terendah dan 

kenaikan target di tiap tahunnya mengikuti GAP terendah sebesar 0,50. Secara lebih detail dapat 

dilihat sebagai berikut: 
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b.​ IKU Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM memiliki realisasi kinerja sebagai berikut: 

Tahun Inspektorat I Gap 

2021 86,91   

2022 84,04  2,87 

2023 83,48 0,56 

2024 83,98 0,50 

2025 80,03 -3,95 

c.​ Terdapat kebijakan dari instansi pembina melalui surat KPK no. B/2698/LIT.01/10-15/05/2026 

perihal Penetapan Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 dan Pelaksanaan Tindak Lanjut SPI 

2025 pada 2026. Kegiatan SPI selanjutnya akan dilaksanakan secara berkala setiap dua tahun sebagai 

instrumen strategis untuk mengukur tingkat integritas dan memetakan risiko korupsi di tingkat 

nasional maupun K/L/PD/BUMN. Namun, seluruh instansi peserta SPI melakukan tindak lanjut atas 

rekomendasi hasil SPI melalui implementasi rencana aksi perbaikan sebagai bagian dari penguatan 

integritas dan tata kelola yang berkelanjutan setiap tahun  
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d.​ Hasil koordinasi dengan tim monitoring dan evaluasi Biro Perencanaan dan Keuangan agar dilakukan 

penyesuaian target menggunakan realisasi kinerja di tahun 2025 Usulan penurunan target dan cara 

perhitungan tahun 2026 pada IKU Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM adalah sebagai berikut: 

Semula Menjadi Justifikasi 

Sasaran 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Target Sasaran 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Target 

Terwujudnya 

Tata Kelola 

Pemerintahan 

yang Optimal 

dalam 

Koordinasi 

Inspektorat I  

Nilai Survei 

Penilaian 

Integritas 

BPOM 

80.53 Terwujudnya 

Tata Kelola 

Pemerintahan 

yang Optimal 

dalam 

Koordinasi 

Inspektorat I  

Nilai Survei 

Penilaian 

Integritas 

BPOM 

80,03 1.​ Penyesuaian target sesuai rekomendasi 

dari Roren menggunakan realisasi pada 

tahun 2025 

2.​ Adanya penyesuaian Target 

dikarenakan penilaian SPI tidak 

dilaksanakan pada tahun 2026 

berdasar  surat dari KPK no 

B/2698/LIT.01/10-15/05/2026 hal 

Penetapan Hasil Survei Penilaian 

Integritas (SPI) 2025 dan Pelaksanaan 

Tindak Lanjut SPI 2025 pada 2026. 

3.​ Penilaian SPI dilaksanakan 2 tahun 

sekali sebagai berikut : 
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2.​ Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM 

a.​ Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM memiliki target pada 

Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2025-2029, Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dan Rencana 

Kinerja Tahun 2026 sebagai berikut: 

IKU Target Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 

2025-2029 

Target PK 

2025 

Target RKT 

2026 

2025 2026 2027 2028 2029 

Persentase 

Rekomendasi 

Hasil 

Pemeriksaan 

BPK yang 

ditindaklanjuti 

BPOM 

96,18% 96,22% 96,25% 96,28% 96,31% 96,18% 96,22% 

●​ Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM merupakan 

Pemenuhan terhadap rekomendasi sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada entitas, 

merupakan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa 

Keuangan.Rekomendasi didefinisikan sebagai saran dari pemeriksa berdasarkan hasil 

pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau Badan yang berwenang untuk 

melakukan tindakan dan/atau perbaikan, sedang tindak lanjut yaitu jawaban atau penjelasan 

yang disertai dengan dokumen bukti pendukung atas rekomendasi. Tindak lanjut disampaikan 

kepada BPK, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima. Tindak lanjut BPOM atas 

rekomendasi BPK dapat berupa pelaksanaan seluruh atau sebagian dari rekomendasi.  
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●​ Dalam penentuan target, Inspektorat I telah mempertimbangkan realisasi kinerja dari tahun 

2020-2024. Dalam realisasi ini terdapat Konstanta sebesar 0,033. Sehingga target di tahun 

2025 merupakan realisasi kinerja tahun 2024 ditambah dengan Konstanta dan kenaikan 

target di tiap tahunnya mengikuti Konstanta sebesar 0,033. Secara lebih detail dapat dilihat 

sebagai berikut:  
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b.​ IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM memiliki realisasi 

kinerja sebagai berikut:  

Tahun Inspektorat I 

2020 93,47% 

2021 94,24% 

2022 93% 

2023 93,82% 

2024 96,15% 

2025 97,77% 

 

c.​ Pada tahun 2026 masih terdapat rekomendasi hasil audit yang membutuhkan waktu penyelesaian 

lebih dari satu tahun, termasuk sekitar 80 dari 930 rekomendasi yang diproyeksikan masih berstatus 

BSS, serta rekomendasi BPK yang bersifat akumulatif dan meningkat dari 55 menjadi 77 rekomendasi. 

Tingkat kendali IKU yang relatif rendah memerlukan peran aktif Inspektorat Utama dalam mendorong 

percepatan penyelesaian rekomendasi, sehingga target perlu disesuaikan dengan kondisi aktual dan 

karakteristik rekomendasi yang terus bertambah. Melihat hal - hal tersebut, Inspektorat I 

mengusulkan untuk melakukan revisi target PK 2026. 

 

 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

                            32 / 38                            32 / 38



d.​ Usulan penurunan target dan cara perhitungan tahun 2026 pada IKU Persentase Rekomendasi Hasil 

Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM adalah sebagai berikut : 

Semula Menjadi Justifikasi 

Sasaran 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Target Sasaran 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Target 

Terwujudnya 

Tata Kelola 

Pemerintahan 

yang Optimal 

dalam Koordinasi 

Inspektorat I  

Persentase 

Rekomenda

si Hasil 

Pemeriksaa

n BPK yang 

ditindaklanj

uti BPOM  

96.97% Terwujudnya 

Tata Kelola 

Pemerintahan 

yang Optimal 

dalam 

Koordinasi 

Inspektorat I  

Persentase 

Rekomendasi 

Hasil 

Pemeriksaan 

BPK yang 

ditindaklanjuti 

BPOM  

94.74% 1.​ Adanya perluasan ruang 

lingkup pelaksanaan 

Pemeriksaan BPK RI 

khususnya pada pemeriksaan 

kinerja BPK dan Peningkatan 

jumlah rekomendasi BPK pada 

tahun 2020-2025: 

a.​ Pemeriksaan Kinerja atas 

Efektivitas Pengawasan 

Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan TA 2025 

(Deputi I, II, III, IV, 

Kesektamaan, Pusdatin) 

sejumlah 50 rekomendasi 

dan LK TA 2025 sejumlah 

28 rekomendasi. 

b.​ Pemeriksaan Kinerja atas 

Pengawasan Obat 

Tradisional, Suplemen 

Kesehatan dan Kosmetik 

Tahun 2023 sampai 

dengan Semester I 2024 

(Deputi II, Kesektamaan, 
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Semula Menjadi Justifikasi 

Sasaran 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Target Sasaran 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Target 

Pusdatin) sejumlah 23 

rekomendasi danLK  2024 

sejumlah 16 rekomendasi. 

c.​  Pemeriksaan Kinerja Atas 

Upaya Pemerintah Dalam 

Percepatan Penurunan 

Penurunan Prevalensi 

Stunting pada Badan 

Pengawas Obat dan 

Makanan Tahun 2022 dan 

Semester I 2023 (Deputi 

III, Kesektamaan, Pusdatin) 

sejumlah 16  rekomendasi 

dan LK TA 2023 sejumlah 

49 rekomendasi. 

d.​ Pemeriksaan Kinerja atas 

Efektivitas Pelayanan 

Perizinan, Pengujian Obat 

dan Makanan, serta 

Pengawasan Obat pada 

Badan Pengawas Obat dan 

Makanan dan Instansi 

Terkait Lainnya (Direktorat 

Registrasi Deputi I, II, III) 

sejumlah 44 rekomendasi 

dan LK TA  2022 sejumlah 
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Semula Menjadi Justifikasi 

Sasaran 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Target Sasaran 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Target 

30 rekomendasi. 

e.​ LHP Kinerja atas 

Dukungan  Pelaksanaan 

Vaksinasi COVID-19 

Tahun 2021 sejumlah 14 

rekomendasi  dan LK TA 

2021 (Deputi  I) sejumlah 

57 rekomendasi. 

f.​ Pemeriksaan  atas 

Penanganan Pandemi 

COVID-19 Bidang 

Kesehatan TA 2020 pada 

BPOM (Deputi I) sejumlah 

13 rekomendasi dan LK TA 

2020 sejumlah 45 

rekomendasi. 

 

2.​ Penyesuaian dilakukan karena 

pada tahun  2026, terdapat 

pemeriksaan audit kinerja 

yang menghasilkan 

rekomendasi dengan  tindak 

lanjut yang lebih lama karena 

output  penyelesaian 

rekomendasi berupa 

perubahan kebijakan dokumen 
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Semula Menjadi Justifikasi 

Sasaran 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Target Sasaran 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Target 

Peraturan  BPOM/Keputusan 

Kepala Badan. Selain  itu, 

terdapat rekomendasi atas 

Pemeriksaan LK  2025 dengan 

timeline penyelesaian sesuai 

POA lebih dari tahun 2026. 

3.​ Prediksi  hasil perhitungan 

persentase  tindak lanjut 

berdasarkan Hasil Pemantauan 

Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan per Semester I 

Tahun 2026 menyisakan 

8,60%  (80 dari 930 

rekomendasi) masih berstatus 

BSS yang disebabkan antara 

lain: 

a.​ Pelaksanaan tindak lanjut 

rekomendasi perlu 

berkoordinasi dengan 

instansi atau K/L lainnya, 

seperti integrasi aplikasi 

pelayanan publik. 

b.​ Penyelesaian pengembalian 

dari pihak ketiga/penyedia. 

4.​ Perlu  dipahami  bersama 

bahwa persentase  tindak 
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Semula Menjadi Justifikasi 

Sasaran 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Target Sasaran 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Target 

lanjut rekomendasi BPK 

dihitung secara akumulatif, 

dimana akan selalu ada 

penambahan rekomendasi di 

tiap  tahunnya. Pada Semester 

II masih akan bertambah 

rekomendasi hasil Pemeriksaan 

LK TA 2025 dan Pemeriksaan 

Kepatuhan  tahun 2026.  

5.​ Penyesuaian target 

menggunakan rata-rata 

realisasi kinerja selama 6 

tahun terakhir 2020-2025 

(Rata-rata 6 tahun terakhir 

sebesar 94.74%) bukan hanya 

melihat realisasi di tahun 

2025. 

6.​ Tingkat kendali IKU rendah 

karena penyelesaian tindak 

lanjut dilakukan dari  mitra 

pengawasan, sedangkan 

Inspektorat Utama memiliki 

peran untuk mendorong 

penyelesaian rekomendasi. 
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Kertas Kerja Penentuan Target pada IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang 

ditindaklanjuti BPOM sebagai berikut: 

 

Tahun Inspektorat I Rata-rata 

2020 93,47% 

94,74% 

2021 94,24% 

2022 93% 

2023 93,82% 

2024 96,15% 

2025 97,77% 

 

  
Jakarta, 07 Agustus 2026 

  
Inspektur I Badan POM 

 

  ${ttd_pengirim1} 

  

ADAM P.W.A WIBOWO 

${ttd1}
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